
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264

Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com 
Provinsi Kalimantan Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/421.9/105/DPMPTS-P.2/XI/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PAUD TK SUHUT NI HUTA BUKIT BARU

KELURAHAN/DESA SEJAHTERA MULIA
KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :  a. bahwa  berdasarkan  proposal  permohonan  Izin  Pendirian
Lembaga Tingkat Satuan Pendidikan PAUD TK SUHUT NI HUTA
BUKIT  BARU,  Nomor  :  B.421.1/03.004/TK-SNHBB/XI/2023,
tanggal 07 November 2023;

b. bahwa  berdasarkan  surat  rekomendasi  Dinas  Pendidikan
Kabupaten Tanah  Bumbu  Nomor
B/421.1/17615/Disdik-UD/XI/2023,  tanggal  13  November
2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf  a  dan  huruf  b  perlu  menetapkan  Keputusan  Bupati
tentang Persetujuan Izin Pendirian Tingkat Satuan Pendidikan
PAUD  TK  SUHUT  NI  HUTA  BUKIT  BARU  Kelurahan/Desa
SEJAHTERA  MULIA  Kecamatan  SATUI  Kabupaten  Tanah
Bumbu.

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan
Nepotisme,  (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 1999
Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3851;

   2. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan  Selatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem
Pendidikan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor  78,  Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
110,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4235);

5. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1974  tentang  Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
32,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
3143);

5. Undang-Undang . . .



6. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  20024-2025
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;

7. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015  tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Penganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4593);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan  Produk Hukum Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;

13. Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor 31 Tahun 2007
tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Direktorat  Jenderal
Pendidikan Nonformal dan Informal;

14. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.  58  Tahun  2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 

15. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik
Indonesia  (Kemendikbud)  Nomor  :  84  Tahun  2014  tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor  16 Tahun
2007  tentang  Pembentukan,  Kedudukan,  Tugas  Pokok  dan
Susunan  Organisasi  Dinas  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor
40),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Peraturan Daerah   Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun
2013  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Tanah  Bumbu  Nomor  16  tahun  2007  tentang
Pembentukan,  Kedudukan,  Tugas  Pokok  dan  Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);



17. Peraturan Daerah . . .

17. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  Nomor 4  Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Tanah  Bumbu  Tahun  2008  Nomor  61,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2008 Nomor 20;      

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun
2014 tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014 Nomor 17); 

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor  3 Tahun 2015 tentang
Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan  :   KEPUTUSAN   BUPATI   TENTANG   PERSETUJUAN   IZIN
PENDIRIAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PAUD TK
SUHUT  NI  HUTA  BUKIT  BARU  KELURAHAN/DESA  SEJAHTERA
MULIA KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Pemberian Izin  Operasional  Pendidikan  PAUD TK SUHUT NI HUTA
BUKIT BARU KELURAHAN/DESA SEJAHTERA MULIA KECAMATAN
SATUI Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA  : Guna  kelengkapan  serta  mendukung  proses  kegiatan  belajar
mengajar , perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam
proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan Alat Edukatif;

2. Mempersiapkan tenaga  edukatif  yang  diperlukan sesuai  dengan
kurikulum yang berlaku,

3. Menyiapkan  administrasi  Kelompok  Kerja  dan  pembiayaan
kegiatan di Sekolah yang dimaksud.

KETIGA : Izin  Pendirian  Operasional  Pendidikan  PAUD TK SUHUT NI  HUTA
BUKIT  BARU berlaku selama  sekolah  masih  melaksanakan
kegiatannya  sesuai  dengan  aturan  dan  ketentuan  undang-undang
yang berlaku. 

KEEMPAT : Keputusan  ini  berlaku  mulai  tanggal  ditetapkan,  apabila  terdapat
keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

                      Ditetapkan di : Batulicin
Pada Tanggal : ${t_tgl_pengesahan}
Masa Berlaku s.d : 29 November 2024

                                                        #

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.

STATUS :
BARU



NAMA SEKOLAH : TK SUHUT NI HUTA BUKIT BARU
NAMA PENANGGUNG JAWAB : ${penanggung_jawab}

DPMPTSP 
Melayani dengan BERSIH,  IKHLAS DAN BERKUALITAS

Tidak Pungli, Tidak Gratifikasi dan Tidak memungut biaya diluar ketentuan yang berlaku.
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